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RINGKASAN

Perselisihan hubungan industrial merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam
dinamika hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Ketimpangan kedudukan
antara kedua belah pihak menjadi salah satu faktor dominan terjadinya perselisihan,
khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak normatif pekerja. Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, hingga litigasi di
Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan
berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat serius, seperti pemberian upah di bawah
standar minimum, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, atau pengabaian
terhadap perjanjian kerja bersama yang telah disepakati. Situasi ini menimbulkan
pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sistem hukum nasional, khususnya
dalam penggunaan instrumen hukum pidana untuk menegakkan kepatuhan
terhadap norma hubungan industrial. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk
menelaah bagaimana konstruksi kebijakan pidana dapat digunakan sebagai salah
satu instrumen dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara adil
dan berkeadilan di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan
hukum pidana terhadap pelanggaran norma hubungan industrial, serta merumuskan
konstruksi kebijakan pidana yang ideal guna menegakkan kepatuhan pengusaha
terhadap norma hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini juga bertujuan
mengidentifikasi berbagai kendala dalam penempatan hukum pidana dalam struktur
hukum hubungan industrial dan menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat
mendukung perlindungan pekerja melalui pendekatan penal. Dari sisi kegunaan,
secara teoritis penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum
pidana dan hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam memperkuat teori kebijakan
hukum pidana (penal policy theory) yang berpihak pada keadilan sosial dan
perlindungan kelompok rentan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan
menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan norma pidana yang
proporsional, aplikatif, dan adil untuk diterapkan terhadap pelanggaran-
pelanggaran serius dalam hubungan industrial.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-
analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach), dan pendekatan historis (historical approach) untuk menelusuri
perkembangan norma pidana dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Bahan

vii



hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan terkait, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian
terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan
pengolahan secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan metode
interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Seluruh analisis diarahkan untuk
membangun pemahaman normatif terhadap urgensi, bentuk, dan keberterimaan
instrumen pidana dalam hubungan industrial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana dalam sistem
hubungan industrial di Indonesia masih sangat terbatas, fragmentaris, dan belum
mencerminkan kepentingan perlindungan pekerja secara menyeluruh. Meskipun
terdapat beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan
Undang-Undang Cipta Kerja, namun sanksi pidana belum secara sistematis
digunakan untuk menanggulangi pelanggaran hubungan industrial yang berdampak
serius bagi pekerja. Konstruksi kebijakan pidana yang ideal dalam konteks ini
menuntut perumusan norma yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif
dan korektif, dengan tetap mengacu pada prinsip proporsionalitas, ultimum
remedium, dan keadilan distributif. Penempatan hukum pidana dalam hubungan
industrial harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan
kepastian hukum bagi pengusaha, tanpa mengabaikan fungsi sosial dari sanksi
pidana itu sendiri. Oleh karena itu, pemikiran mengenai reformulasi kebijakan
pidana dalam hukum ketenagakerjaan menjadi sangat relevan untuk diwujudkan
sebagai upaya penegakan keadilan substantif dalam hubungan industrial di
Indonesia.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Penyelesaian Perselisihan, Hubungan
Industrial

Penelitian ini berjudul Kebijakan Pidana dalam Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial di Indonesia, yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana
hukum pidana berfungsi dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran dalam
hubungan industrial serta merumuskan bentuk kebijakan pidana yang ideal demi
menciptakan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan
terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara
sistematis dan argumentatif. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk
mengembangkan diskursus tentang penal policy dalam konteks hukum
ketenagakerjaan. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi masukan kebijakan bagi
para pembuat undang-undang dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

Pengaturan hukum pidana dalam sistem hubungan industrial di Indonesia hingga
saat ini masih bersifat parsial dan belum menunjukkan integrasi yang kuat antara
norma pidana dan norma ketenagakerjaan. Beberapa ketentuan pidana yang
tersebar dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, seperti dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan perubahannya, belum diterapkan
secara optimal. Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran seperti pemutusan
hubungan kerja sepihak, pelanggaran perjanjian kerja bersama, dan pengupahan di
bawah standar minimum masih rendah, baik dari sisi aparat penegak hukum
maupun sistem pelaporan dan pengawasan. Hal ini menyebabkan lemahnya efek
jera serta tidak adanya kepastian hukum bagi pihak pekerja.

Dalam rangka menciptakan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial
yang adil dan efektif, kebijakan pidana harus dikonstruksikan secara lebih
sistematis, tegas, dan seimbang. Norma pidana ideal dalam konteks hubungan
industrial harus dirancang sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat represif
tetapi juga preventif dan korektif. Perlu adanya penguatan substansi sanksi pidana
yang mampu menjamin kepatuhan pengusaha terhadap norma hubungan industrial,
namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif dan perlindungan hukum
terhadap pekerja sebagai pihak yang rentan dalam relasi kerja.
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ABSTRACT

Keywords: Criminal Policy, Dispute Resolution, Industrial Relations

This study is entitled Criminal Policy in the Settlement of Industrial Relations
Disputes in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the extent to which
criminal law functions in addressing violations in industrial relations and to
formulate an ideal criminal policy framework to achieve justice for the disputing
parties. The research adopts a normative juridical method, employing statutory,
conceptual, and historical approaches. The legal materials used consist of primary,
secondary, and tertiary sources, analyzed systematically and argumentatively.
Theoretically, this study contributes to the development of discourse on penal policy
within the context of labor law. Practically, the findings may serve as policy
recommendations for lawmakers and stakeholders in the field of industrial
relations.

The regulation of criminal law within Indonesia’s industrial relations system
remains fragmented and lacks strong integration between penal norms and labor
regulations. Several criminal provisions embedded in labor legislation, such as
Law Number 13 of 2003 and its amendments, have not been effectively
implemented. The enforcement of criminal sanctions against violations—such as
unilateral termination of employment, breach of collective labor agreements, and
payment of wages below the minimum standard—remains weak, both in terms of
law enforcement practices and the reporting and monitoring systems. This
condition results in a lack of deterrent effect and legal certainty, especially for
workers.

To create a fair and effective system for resolving industrial disputes, criminal
policy must be constructed more systematically, firmly, and equitably. Ideal
criminal norms in the context of industrial relations should be designed not only as
repressive tools but also as preventive and corrective mechanisms. It is essential to
strengthen the substance of criminal sanctions that ensure employers' compliance
with industrial relations norms, while upholding the principle of substantive justice
and the legal protection of workers as the vulnerable party in employment
relationships.
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